
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menjadi 

perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, banyak tempat dan di 

berbagai negara, baik di dalam forum resmi maupun forum-forum non-

formal lainnya. Sebenarnya, masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman 

dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan 

meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara 

tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, 

baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Pertentangan moral 

dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih 

mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan 

masalah aborsi. 

Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara 

medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih 

mengancam perempuan dalam masa reproduksi. Dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun hukum sampai saat ini, para 

dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam 

hak otonomi ini, pasien berhak menentukan sendiri tindakan apa yang 

hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun berhak menolaknya. 

Sedangkan jika tidak puas, maka pasien akan berupaya untuk menuntut 
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ganti rugi atas dasar kelalaian yang dilakukan dokter tersebut. Timbulnya 

berbagai pembicaraan dan undang-undang tentang hak otonomi 

perempuan membuat hak  atas diri sendiri ini memasuki area wacana  

aborsi, atau penentuan dari pihak perempuan yang merasa berhak juga 

untuk menentukan nasibnya sendiri terhadap adanya kehamilan yang tidak 

diinginkannya. Namun, bila dilihat dari sisi para pelaku pelayanan 

kesehatan ini, seorang dokter pada waktu lulus, sudah bersumpah untuk 

akan tetap selalu menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat 

pembuahan sampai saat meninggal. Karenanya, tindakan aborsi ini sangat 

bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi 

pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-

formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini. Pengguguran atau aborsi 

dianggap suatu pelanggaran pidana. 

Permasalahan mengenai aborsi sampai kini masih sering mencuat. Seiring 

dengan maraknya pergaulan bebas, aborsi semakin semarak pula. Apa sih 

sebenarnya aborsi itu? Aborsi adalah penghentian kehamilan setelah 

tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus). Secara 

umum, aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu 

dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. 

Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dimana aborsi terjadi secara 

alami tanpa intervensi tindakan medis, dan aborsi yang direncanakan 

dimana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau tindakan 

bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. 
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Aborsi adalah kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM 

menurut Pasal 1 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan, HAM adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap 

orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Mutu pelayanan kedokteran berorientasi pada penerapan kode etik dan 

standart pelayanan kedokteran, serta kepuasan yang mengacu pada semua 

persyaratan pelayanan dari dua dimensi pelayanan kedokteran tesebut, 

tujuan akhirnya adalah kepuasan pelayanan pasien yang dilayani dokter. 

Tiap profesi pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya disuatu 

institusi mempunyai batas jelas wewenangnya yang telah disetujui oleh 

antar profesi dan merupakan daftar  yang sudah tertulis. Dokter sebagai 

salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat yang 

harus memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya dalam aspek 

kesehatan. 

Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma yang 

mengatur sikap  dan tingkah laku mereka, agar terjadi keseimbangan 

kepentingan masing-masing didalam masyarakat.1 Keterkaitan antara etika 

dan hukum dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar adalah 

sesuai dengan asas yang disepakati secara umum. Hal ini jelas, yang 

                                                            
1 Danny Wiradharma,Dionisia Sri Hartati, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran,  

(Jakarta: Sagung setyo, 2010), h 8. 
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terkait pada peraturan hukum pidana melarang dilakukannya perbuatan-

perbuatan yang dinilai bertentangan dengan etika, hal tersebut dianggap 

menggangu kepentingan umum,  disamping itu setiap pelaksanaan hukum 

harus disertai norma-norma etika.2 

Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagi pedoman 

berperilaku, dalam kaitannya dengan profesi. Suatu kode etik 

menggambarkan nilai-nila professional yang diterjemahkan kedalam 

standart perilaku anggotanya.3 Apabila kita perhatikan kode etik 

kedokteran Indonesia, maka pasal-pasalnya bersifat luas dan hanya garis 

besarnya saja. Namun ada penjelasan pasal demi pasal yang disesuaikan 

dengan perkembangan kemajuan ilmu kedokteran serta nilai-nilai etika 

yang berlaku ditengah masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menjadi 

pedoman bagi setiap dokter dalam mengamalkan ilmunya.4 Terkait dalam 

pembahasan ini penulis mengambil sanksi pelanggaran kode etik(Aborsi), 

karena untuk memahami kode etik (Aborsi) kedokteran yang sewajarnya 

berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antara 

manusia yang asasnya terdapat dalam  pancasila dan undang-undang.5 

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perilaku individu sebagai 

anggota masyarakat tidak cukup untuk diatur dan dilindungi oleh etika, 

tetapi juga diperlukan oleh aturan hukum. Dengan aturan hukum, hukum 

mempunyai sanksi tegas dan nyata, jadi kepentingan yang diatur serta 
                                                            
2Ibid, h 11. 
3D. Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1989),  h 68. 
4Ibid, h 70. 
5www.catatansafira.wordpress.com, 14 November dan 2011.    
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dilindungi oleh etika itu dapat berlaku secara efektif. Sebab pada dasarnya 

tuntutan hukum itu lebih menitikberatkan pada pengaturan perilaku 

seorang demi ketertiban masyarakat. Sedangkan tuntutan etika lebih 

menitikberatkan pada peraturan prilaku yang berbudi luhur.6 

       Dalam bidang kedokteran, semua keputusan untuk melakukan 

tindakan medis secara umum menyangkut:7 

1. Manusia, baik sebagai pelaksana maupun sebagai yang terkena 

tindakan tersebut, dan 

2. Pilihan diantara hal-hal yang memberikan nilai yang berbeda 

bermakna pada setiap kemungkinan, berdasarkan fakta-fakta 

yang ada. 

Oleh karena itu kedua, karekteristik diatas merupakan keputusan etik, 

maka dapat dikatakan bahwa semua keputusan yang menyangkut tindakan 

medis merupakan keputusan etik, akan tetapi sesuai dengan harkat dan 

martabat pasien sebagai manusia, maka keputusan tersebut sebenaranya 

ditentukan oleh pasien. Dokter sebagai pihak yang memiliki kemampuan 

secara subjektif harus memberikan suatu pernyataan etik mengenai 

tindakan yang akan dilakukan.8 

Dalam LSDI (Lafal Sumpah Dokter Indonesia) dan KODEKI (Kode Etik 

Kedokteran Indonesia) telah tercantum secara garis besar perilaku atau 

                                                            
6D. Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1989), h 68-69. 
7Ibid, h 69-71 
8Danny Wiradharma,Dionisia Sri Hartati, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, ( Jakarta: Sagung 
setyo, 2010), h.107. 
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tindakan-tindakan yang layak dan tidak layak dilakukan seorang dokter 

dalam menjalankan profesinya, tetapi ada beberapa dokter yang 

melakukan pelanggaran kode etik bahkan pelanggaran etik sekaligus 

hukum (etikolegal). sebagaian sanksi yang diberikan oleh atasan atau oleh 

organisasi profesi kedokteran selama pelanggaran itu tidak tegas dan 

konsisten. Hal ini disebabkan antara lain oleh tidak jelasnya batas-batas 

antara yang boleh dan tidak boleh, antar layak dan tidak layak dilakukan 

seorang dokter terhadap pasien, teman sejawat, atau masyarakat 

umumnya. Inilah bedanya etik dengan hukum. Hukum lebih tegas dan 

objektif menunjukkan hal-hal yang merupakan pelanggaran hukum 

sehingga jika terjadi pelanggaran dapat diproses sesuai dengan hukum 

yang berlaku.9 

Pada prinsipnya al-Quran merupakn norma-norma dasar. Oleh karena itu 

dalam menentukan hukuman, al-Quran memberikan dasar yang umum. 

Karena bukan merupakan kitab hukum, al-Quran tidak merinci bentuk-

bentuk perilaku kejahatan serta rincian hukumannya. Jenis-jenis kejahatan 

yang telah ditentukan syariat berikut hukumannya itu pada perinsipnya 

adalah apa yang dikehendaki syariat dalam pemeliharaan dan keharusan 

keberadaannya yang sifatnya sangat urgen (baru). Dalam keberadaan jenis-

jenis kejahatan tersebut berakibat sangat fatal bagi kehidupan 

kemanusiaan, hal-hal ini harus dijaganya seseorang (dhurury) itu ditujukan 

                                                            
9M. Jusuf Hanafiah (ed), Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,  (Jakarta: Buku Kedokteran 
EGC, Cet. Ke-1, 2007), h 174. 
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untuk pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan (nashab) dan 

harta .10 

       Dalam hukum pidana Islam jarimah(kejahatan) yang berarti dosa, 

kesalahan, atau kejahatan yang secara terminologis adalah larangan hukum 

yang diancam Allah dengan hukuman had atau tazir. Jarimah umumnya 

dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhanatau 

pemerkosaan. Dalam perbuatan jarimah ini seseorang dalam 

melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara individual, 

kerjasama ataupun dengan melakukan perbuatan jarimah, mengenai 

pengertian jarimah, macam-macamnya dan apakah dalam melakukan 

percobaan jarimah akan dikenakan hukuman atau tidak menurut syariat 

Islam 

       Hukuman, ancaman, sanksi memang bukan merupakan sesuatu yang 

maslahat (baik), bahkan sebaliknya hukuman itu akan berakibat buruk, 

menyakitkan, menyengsarakan membelenggu kebebasan bagi pembuat 

kejahatan. Namun, bila dibandingkan dengan kepentingan orang banyak, 

kehadiran peraturan beserta sanksi hukumnya sangat diperlukan. Jadi 

apalah arti penderitaan segelintir pelaku jarimah(kajahatan)kalau opsesi 

kemaslahatan umum yang kita dambakan. Oleh karena itu, walaupun harus 

mengorbankan segelintir orang sipembuat jarimah, sanksi hukum sangat 

diperlukan demi kepentingan yang bersifat lebih besar dan lebih banyak.11 

                                                            
10Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h 139. 
11Ibid, h 18. 
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   Ketentuan hukum dalam al-Quran terutama yang menyangkut 

kemasyarakatan seperti kepidanaan, yakni di dunia dalam bentuk hukuman 

pidana dan di akhirat dalam bentuk siksa. Hal tersebut dapat kita lihat 

dalam firman Allah SWT :  

Artinya:Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, 
maka   balasannya neraka jahanam yang kekal serta murka 
dan laknat atasnya dan Allah menyediakan baginya azab 
yang pedih. (Q.S. Al-Nisa: 93).12 

 

 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, dalamriwayat Bukhari dan 

Muslim nomor 1378 : 

 طِتَقْیَّنْ مَوَ ةْیَّالْأَ هِذِي هَفِ هْتَوفَّلكُاْ لُهْأَلفِتَخْاِ نْأَ:قال رٍيْبِجَ عَنْ سِعِيد أِبْنُ
 لَقاَا فَهَنْعَ هُتَلْأَسَفَ سْاْبَّعَ نُبْاِ يَّلَٳِتْلَحِرَفَ مَنَّهَجَ هَاؤُزَجَا فَدَمَّعَتَا مُنًمِؤْمُ
 .ءٍيْا شَهَخَسَا نَمَ مَّثُ لَزَنْأَامَ رَخِ آتْلَزِنْأدْقَلَ
 

       Artinya: Hadist ibnu Abbas ra: Diriwayatkan dari Said bin jubair ra. 
katanya: Ahli Kufah telah berselisih pendapat tentang ayat 
yang bermaksud: Siapa yang membunuh seorang mukmin 
secara sengaja maka balasannya adalah Neraka Jahanam. 
Lalu aku pergi menemui Ibnu Abbas dan bertanya 
mengenai ayat tersebut. Ibnu Abbas memberitahu Ayat 
tersebut merupakan ayat yang terakhir diturunkan,oleh 
karna itu tidak ada yang menasakhkannya.13 

 
       Jadi, perbuatan jarimah akan mendapat hukuman di dunia  ini sesuai 

dengan jenis jarimahnya dan juga akan mendapat siksa Allah SWT di 

akhirat nanti. Begitu pun halnya perbuatan yang dilakukan di dunia ini 

(berbuat jarimah) telah dibahas dengan hukuman di dunia, tidakalah serta 

                                                            
12Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010) h 173. 
13Kumpulan Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim, 2002, Hadis No. 1378 
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merta hilangnya hukuman ukhrawi (akhirat), itu bergantung pada diterima 

tidaknya tobat yang bersangkutan oleh Allah SWT.14 

       Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum 

jarimah adalah unsur-unsur yang  terdapat pada setiap jenis jarimah, 

sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat 

pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. 

       Unsur umum jarimah itu seperti telah dikemukakan diatas: unsur 

formal (al-Rukn al-Syar’iy) yakni telah ada aturannya; (al-Rukn al-Madi) 

yakni telah ada perbuatan; (al-Rukn al-Adabiy) yakni ada pelaku-

pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum jika memenuhi ketiga 

unsur (umum) diatas. Unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang 

terdapat pada sesuatu namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai 

contoh , mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya 

dalam jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa orang lainnya dalam 

jarimah pembunuhan. 

       Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai 

dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi 

jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan 

atau tidaknya oleh Al-Quran atau Al-Hadis. Atas dasar ini, mereka 

membaginya menjadi tiga macam yaitu :15 

                                                            
14Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h 36-38. 
15Ibid, h 40-45. 
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a. Jarimah hudud 

b. Jarimah qishas / diyat, dan  

c. Jarimah tazir 

Oleh karena itu jika dikaji dalam Hukum Pidana Islam dalam judul yang 

penulis angkat Analisis Hukum Pidana Islam Dan KUHP Terhadap 

Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam  Pasal 346 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana), maka pelanggaran yang dibahas adalah 

tentang jarimah pembunuhan dengan sanksi qishas meliputi pembunuhan 

sengaja,16 Dan dalam KUHP yang dibahas dalam Hukum Pidana Islam 

Terhadap  Kode Pelanggaran Etik Dokter (Aborsi) Dalam  Pasal 346 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), ada dua macam 

pelanggaran yaitu pelanggaran etik murni dan pelanggaran etikolegal, 

disini penulis akan menjelaskan pelanggaran etikolegal tentang aborsilegal 

(kriminal)  dalam tinjauan KUHP pasal 346“ seseorang wanita yang 

sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh 

orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun.”.17 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Pembahasan mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Dan KUHP 

Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam  Pasal 346 

                                                            
16A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h 12-13. 
17M. Jusuf Hanafiah (ed), Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,  (Jakarta: Buku Kedokteran 
EGC, Cet. Ke-1, 2007), h 177. 
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KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penulis membahas 

tentang aborsi. Didalam Hukum Pidana Islam membunuh janin terbagi 

menjadi dua ada kalanya janin berumur 120 hari dan sudah 120 hari. 

Menurut mayoritas fuqaha’ melakukan aborsi bagi janin yang berusia 120 

hari hukumnya haram, sedankan usia sebelum 120 hari terjadi khilafiyah, 

ada yang berpendapat boleh, makruh, dan haram.  

       Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 

120 hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn  Mas’ud 

yang menyatakan tentang penciptaan  janin dari nuthfah ke ‘alaqah, ke 

mudghah  dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari.18 Menurut 

Imam al-Ramli dari kelompok  pengikut Imam Syafi’i, melakukan aborsi  

bagi janin yang sudah berusia 120 hari,  haram hukumnya. Karena 

diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Bagi yang melakukannya maka 

sangsinya adalah ghurrah,19 yakni diyat yang harus dipenuhi oleh orang 

yang melakukan pembunuhan janin. Ibn Hazm juga berpendapat bahwa 

pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh dan usianya mencapai 120 

hari dianggap sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan 

dijatuhkan hukuman qishas, kecuali dimaafkan oleh si korban. 

       Dalam hal ini penulis mengerucutkan masalah pada hukum 

membunuh janin berumur 120 hari dan dalam KUHP secara rinci terdapat 

pasal-pasal yang mengancam pelaku aborsi. Pembatasan suatu maslah ini 

                                                            
18Hassan Hathaoud, Revolusi Seksual Perempuan,  (Bandung: Mizan, 1995), h167. 
19Syihâbuddin al-Ramli, Nihâyat al-Mukhtaj, Syarh al-Minhaj fî al-Fiqh’ alâ Madzhab al-lmâm 
Syâfi’i, jilid VII, (al-Halabi, 1357 H), h 416. 
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sangat diperlukan penulis supaya apa yang akan dibahas oleh penulis tidak 

keluar dari masalah dan tetap fokus pada inti suatu masalah yang akan 

dibahas adalah : 

1. Aborsi Dalam Usia Kandungan 120 hari (Hukum Pidana Islam).  

2. Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam  Hukum Pidana Islam. 

3. Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam KUHPidana Pasal 346. 

4. Aborsi Dalam Undang-undanganKesehatan  (UU No.36 tahun 2009). 

5. Pandangan Ulama Terhadap Aborsi. 

Berangkat dari Identifikasi masalah diatas maka penelitian ini akan 

dibatasiSebagai berikut : 

1. Pelanggaran Kode Etik Dokter(Abosi))Dalam  Hukum Pidana Islam. 

2. Pelanggaran Kode Etik Dokter(Aborsi)Dalam KUHP Pasal 3 

3.  

C. Rumusan Masalah 

        Dalam penulisan ini, penulis mengklasifikasikan dalam beberapa 

persoalan pokok yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa Pelanggaran Terhadap Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam Hukum 

Pidana Islam? 

2. Apa Analisis Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Pelanggaran 

Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam Pasal 346 ? 
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D. Kajian Pustaka 

Masalah mengenai pelanggaran kode etik dokter sesungguhnya telah 

banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur dan buku. Akan tetapi 

kajian tentang Analisis Hukum Pidana Islam Dan KUHP Terhadap  

Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam  Pasal 346 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana)merupakan kajian yang lebih awal 

muncul. 

       Literatur-literatur yang pernah membahas masalah pelanggaran kode 

etik dokter (aborsi) seperti pada buku pertama yang berjudul “Etika 

Kedokteran dan Hukum Kesehatan”Prof.dr. M. Jusuf Hanafiah, SP.OG 

(K), dkk,20 yang diterbitkan oleh buku kedokteran EGC, Cet. Ke-1, 2007. 

Buku ini membahas masalah etika dan moral yang menjadi pijakan utama 

seorang dokter dalam menjalankan profesinya, buku ini juga mungupas 

sisi pidana apabila terjadi malpraktik medik dengan mendasarkan pada 

aturan-aturan KUHP.  

       Buku kedua “Hukum dan Etika dalam praktik Kedokteran", D 

Veronica Komalawat, S.H., M.H.21yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar 

Hrapan, 1989. Buku ini membahas tentang perkembangan hukum dibidang 

pelayanan medis, yang elementer tentang hukum dan etika dibidang 

pelayanan medis. 

                                                            
20A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 
21D. Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1989). 
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      Buku ketiga, " Fiqih Jinayah", Prof. Drs. H. A. Djazuli,22 yang 

diterbitkan oleh PT. Rajagrafindo Persada, 1997. Buku ini membahas 

masalah tindak pidana (jarimah) dengan hudud atau qishas/ diyat, akan 

tetapi pada umumnya tindak pidana diancam Ta’zir 

       Buku empat, " Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)", Drs. H. Rahmat 

Hakim, yang diterbitkan oleh Pustaka Setia, 2000. Buku ini membahas 

tentang suatu kejahatan yang pada prinsipnya adalah pelanggaran akhlaq. 

Dari ketiga karya diatas sekiranya terlihat jelas perbedaannya, dalam 

pembahasan skripsi ini penulis  lebih menekankan pada  Analisis Hukum 

Pidana Islam Dan KUHP Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dokter 

(Aborsi) Dalam Pasal 346 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana). 

 

E. Tujuan Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian dari penyusunan skripsi adalah : 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan karya 

ilmiahnya terutama untuk memperkaya khasanah Hukum Pidana Islam 

dan KUHP, khususnya berkaitan dengan pelanggarankode etik dokter 

(Aborsi)dalam KUHP pasal 346, untuk itu diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat awam dalam memahami 

pelanggaran kode etik dokter (Aborsi), serta dapat memberikan 

                                                            
22Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2000). 
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manfaat oprasional bagi peneliti berikutnya, khususnya kalangan 

mahasiswa untuk mengkaji secara mendalam tentang pelanggaran 

kode etik dokter(Aborsi) dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP 

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana). 

2. Dari segi hukum, menjadikan informasi hukum atau pedoman hukum 

bagi para hakim dalam menangani pelanggaran kode etik 

dokter(Aborsi) pasal 346. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

        Kegunaan hasil penelitian dari penyusunan skripsi adalah : 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan karya 

ilmiahnya terutama untuk memperkaya khasanah Hukum 

Pidana Islam dan KUHP, khususnya berkaitan dengan 

pelanggarankode etik dokter (Aborsi)dalam KUHP pasal 346, 

untuk itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat awam dalam memahami pelanggaran kode etik 

dokter (Aborsi), serta dapat memberikan manfaat oprasional 

bagi peneliti berikutnya, khususnya kalangan mahasiswa untuk 

mengkaji secara mendalam tentang pelanggaran kode etik 

dokter(Aborsi) dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana). 
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2. Dari segi hukum, menjadikan informasi hukum atau pedoman 

hukum bagi para hakim dalam menangani pelanggaran kode 

etik dokter(Aborsi) pasal 346. 

 

G. Definisi Oprasional 

       Untuk memahami pembahasan, serta untuk mencegah adanya 

kesalahan terhadap isi tulisan, maka terlebih dahulu menjelaskan definisi 

operasional yang terkait dengan judul tulisan isi. 

1. Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah) : 

Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 

perbuatan kejahatan (jariamah) yang dilakukan oleh orang-

orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). 

Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalilhukum yang 

terperinci dari Al-Quran dan Al-Hadis.23 

 

2. Aborsi : 

Tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin 

sebelum waktu kelahiran, tanpa melihat usia kandungan.24 

 

 

 

                                                            
23Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h 1. 
24Anny Isfandyarie, Tanggung jawab hukum dan Sanksi Bagi Dokter, (Jakarta: Prestasi Book 
Publisher 2001),  h 33. 
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3. Kode Etik Dokter : 

Aturan atau norma-norma yang mengatur hubungan antara 

manusia untuk mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu 

kedokteran, para dokter yang baik yang tergabung dalam 

perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun secara 

fungsional terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan.25 

 

4. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah : 

Buku atau kitab yang memuat rincian perbuatan pelanggaran 

atau kejahatan dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku 

perbuatan (Wetboek van Strafrecht).26 

 

Dari definisi operasional dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari 

judul ini adalah Analisis Hukum Pidana Islam Dan KUHP Terhadap  

Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam  Pasal 346 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana). 

 

H. Metodelogi Penelitian  

        Dari teori dan keilmuan, keinginan untuk menyajikan keilmuan yang 

dibangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis 

ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan cara mengikuti alat pijak 

metodelogi sebagai berikut :  
                                                            
25Fak. Kedokteran, UNPAD, Obstetri Patologi, (Bandung: Elstar. 1984), h. 7 
26Jur Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),h 65. 
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1. Data yang dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan adalah :  

a. Dokumen-dokumen tentang sumber kebenaran 

pelanggaran kode etik dokter (Aborsi) dalam Hukum 

Pidana Islam.  

b. Dokumen-dokumen tentang sumber kebenaran 

pelanggarankode etik dokter (Aborsi)dalam KUHP 

2. Sumber data 

       Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh yang 

harus dilakukan sendiri oleh peneliti, atau sesuatu yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.27 

Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber primer  

        Sumber primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian.28 Sumber primer yang 

digunakan meliputi: 

1) al-Quran 

2) al-Hadis 

 

                                                            
27Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 
2006), h 129. 
28Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), 57. 
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b. Sumber Sekunder  

        Sumber sekunder yang penelitiannya berdasarkan 

keterangan dari kitab dan buku serta menggunakan 

bahan pustaka seperti internet, karya ilmiah dan data-

data yang dapat menunjang penelitian serta ada 

hubungannya dengan judul skripsi.29 Literatur-literatur 

tersebut seperti: 

1) "Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan” 

Prof.dr. M. Jusuf Hanafiah, SP.OG (K), dkk. 

2) “Hukum dan Etika dalam praktik Kedokteran", 

D Veronica Komalawat, S.H., M.H. 

3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

(Wetboek van Strafrecht). 

4) " Fiqih Jinayah", Prof. Drs. H. A. Djazuli. 

5) "Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)", Drs. H. 

Rahmat Hakim. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

cara menggunakan studi perpustakaan (library research), yakni 

dengan mengumpulkan data-data yang ada didalam literatur-

literatur melalui kajian pustaka dengan cara membaca, 

                                                            
29Ibid, h 59. 
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mempelajari serta memahami yang kemudian disajikan dalam 

bentuk deskriptif. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menguraikan 

perkara tentang Analisis Hukum Pidana Islam Dan KUHP 

Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam  Pasal 

346 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang 

dilakukan oleh dokter. Secara keseluruhan mulai dari deskripsi 

perkara sampai pelanggaran yang diterima, kemudian 

dilakukan analisis analogis. Maksudnya menganalisis kasus 

berdasarkan berkas-berkas yang ada. 

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan esensi skripsi ini, maka 

penulisannya dIakuakan berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  Berisi pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil 

Penelitian, Definisi Oprasional, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 
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BAB II Menjelaskan  pengertian aborsi dalam tinjauan kedokteran 

dan Hukum Pidana Islam, menjelaskan pengertian jarimah 

pembunuhan dan dasar hukum serta unsur-unsur dan alat 

yang digunakan dalam pembunuhan yang disengaja dan  

sanksi yang diterimah dalam  pembunuhan adalah  qishas 

atau diyat. 

Bab III Membahas pengertian aborsi, macacm-macam, efek dan 

resiko abortus, Dampak aborsi, aborsi dalam KUHP, Aborsi 

dalam pandangan ulama, aborsi menurut UU kesehatan 

Hukuman aborsi menurut Undang-undang,pelanggaran 

kode etik dokter,bentuk pelanggaran kode etik,sanksi 

pelanggaran dalam kode etik dokter.  

BAB IV Memuat tentang analisis Hukum Pidana Islam dan KUHP  

terhadap pelanggaran Pelanggaran Kode Etik Dokter 

(Aborsi)  Dalam  Pasal 346 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) memuat  tentangaborsi menurut kode 

etik,penyebab pelanggaran aborsi menurut kode etik,aborsi 

menurut HAM dan Islam,pelanggaran aborsi dalam KUHP, 

BAB V Penutup bab ini berisi kesimpulan dari dua jawaban 

permasalahan yang telah diuraikan atau di paparkan dalam 

sekripsi ini dan saran yang terkait dengan permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi. 


